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Salinan                      P U T U S A N 

Nomor  1260/Pdt.G/2019/PA.Bkl 

mihorrinamorihalimsiB 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara  

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara :  

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD 

tidak tamat, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai 

Pemohon; 

melawan 

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

pendidikan SD tidak tamat, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, 

sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  05 

September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah 

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor  

1260/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal  05 September 2019, mengajukan dalil-dalil 

sebagai berikut :  

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan 

Akta Nikah  Nomor :  tanggal 19 Januari 2017; 

2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat 

tinggal dirumah Pemohon selama kurang lebih 2,5 tahun lamanya, 
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Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, 

dan sudah dikaruniai 1 orang anak/keturunan, bernama A, umur 2 tahun 4 

bulan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon dan Pemohon; 

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang tidak rukun 

dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga 

Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon yang meminta izin 

akan merantau sehingga Pemohon dan Termohon sepakat akan berpisah 

karena Pemohon dan Termohon tidak ingin terbebani dengan perpisahan 

yang mungkin bisa berlangsung lama; 

4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, 

sejak tahun 2019, telah terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan 

Termohon sampai sekarang kurang lebih 1 minggu lamanya. Dan kini 

Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sendiri dan selama itu juga 

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir 

maupun batin; 

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon 

agar mau mengubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa 

berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka 

keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal sulit untuk diwujudkan; 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

Primair : 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.  Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama Bangkalan;  
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3.  Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; 

Subsidair : 

Mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Menimbang, bahwa pada tiga kali persidangan yang telah ditetapkan, 

Pemohon secara pribadi selalu hadir ke persidangan, sedangkan Termohon 

hanya hadir pada persidangan pertama saja, dan pada persidangan yang lain 

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan 

sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon 

dan  Termohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati 

kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada 

kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator  

Hammam L.C., M.Sy., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan 

mediator tersebut tertanggal 2 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak 

berhasil. Kemudian  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isinya  

tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Menimbang, bahwa atas permohonan  Pemohon tersebut, Termohon 

tidak dapat didengar keterangannya karena setelah acara mediasi Termohon 

tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sekalipun Termohon telah dipanggil 

dengan patut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti  berupa : 

 

A. Surat : 

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :  tanggal 19 Januari 2017 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan. Bukti 

tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan 
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dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi 

tanda P-1; 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor : tanggal 25 Maret 

2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi 

materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2; 

B. Saksi : 

1. Saksi I, umur 28  tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat 

kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara 

karena saksi adalah keponakan Pemohon; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun 

dan cukup harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 sering 

terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon minta izin akan 

merantau dan bekerja di luar negeri, dan ternyata Termohon 

bekerja ke Taiwan, sehingga antara Pemohon dan Termohon 

terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 bulan; 

 Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak 

pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi; 

 Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha 

mendamaikan  Pemohon dan  Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara 

karena saksi adalah keponakan Pemohon; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun 

dan cukup harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 sering 

terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon minta izin akan 

bekerja ke luar negeri, dan ternyata Termohon telah berangkat 

bekerja ke Taiwan, sehingga antara Pemohon dan Termohon 

terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 bulan; 
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 Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak 

pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi; 

 Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha 

mendamaikan  Pemohon dan  Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, 

Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya; 

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi 

bukti-bukti yang akan diajukan, juga tidak ada keterangan yang akan 

disampaikan dan Pemohon mohon perkaranya diputuskan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup 

ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-

sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali 

dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi 

dengan mediator Hammam L.C., M.Sy., namun tidak berhasil, dengan 

demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. 

pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung 

RI No. 01 Tahun 2016; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang 

pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan 

Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang 

disebabkan karena Termohon meminta izin akan merantau sehingga 

Pemohon dan Termohon sepakat akan berpisah karena Pemohon dan 

Termohon tidak ingin terbebani dengan perpisahan yang mungkin bisa 

berlangsung lama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi 

pisah rumah yang hingga diajukannya permohonan ini selama kurang lebih 1 

minggu, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada 

hubungan baik lahir maupun batin, dan pihak keluarga telah berusaha 
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menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

tidak dapat didengar keterangannya karena setelah acara mediasi Termohon  

tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil 

secara patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan 

yang sah menurut hukum; 

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon di dalam 

persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan 

lagi hak bantahannya dan dipandang telah mengakui isi surat  permohonan  

Pemohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, 

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1  Undang-Undang  Nomor 7  

Tahun 1989 yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun   

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,  

Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon dan memberi 

kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari pihak 

keluarga/orang dekatnya; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, 

juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti 

akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang 

kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan 

Pasal 165 HIR, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan 

memperhatikan ketentuan pasal  7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam,  telah 

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan 

keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena diantara keduanya 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon 

minta izin akan bekerja ke luar negeri, dan ternyata Termohon telah berangkat 

bekerja ke Taiwan, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 
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kurang lenih 1,5 bulan yang lalu, dan kedua orang saksi sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1,5 

bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi 

sebagai suami istri/hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa 

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung 

terus menerus; 

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan  

Pemohon dengan Termohon, pula ternyata  Pemohon menyatakan tetap pada  

permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa 

antara  Pemohon dan  Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun 

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan 

ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud 

dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, 

maka tujuan pernikahan tidak terwujud; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan 

bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan 

telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah 

tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, 

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi 

kedua belah pihak adalah perceraian; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam 

perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun 

dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya 

sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh 

Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana 

sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 : 

مُ نْ   وَ اِ نْ  زوَ عوَ اِ نْ عٌ   نْ عٌ  وَ اِ   وَ   وَ اِ طَّ   الطَّ وَ وَ  عوَ  
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Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “. 

Menimbang, bahwa karena dalil  permohonan  Pemohon telah terbukti, 

maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai 

cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada  

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Bangkalan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (  Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bangkalan; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 436.000,- ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ). 

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan    

Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019  

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami       

Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis,  Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan  

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  

Rabu tanggal  09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 

1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 
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Anggota dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai Panitera 

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon. 

 
 

Ketua Majelis, 

          ttd. 

 

Dra. Hj. Farhanah, M.H. 
Hakim Anggota I, 

            ttd. 

 

Zainuri Jali, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota II, 

            ttd. 

 

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.              Panitera Pengganti, 

              ttd. 

 

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. 

Perincian Biaya  
1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,-  
2. Biaya Proses   : Rp.    50.000,- 
3. Biaya Panggilan   : Rp.  340.000,- 
4. Biaya Redaksi  : Rp.    10.000,- 
5. Biaya Materai  : Rp.      6.000,- 

   Jumlah  : Rp.  436.000,- 
              (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) 
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